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The customary territory of Hulu Bahau  





 
“Taman Nasional Kayan Mentarang sudah terkenal di dunia internasional sebagai 
kawasan hutan adat yang menjadi TN pertama di Indonesia dikelola secara 
kolaboratif (collaborative management) berbasis masyarakat (community-based) dengan 
SK Menteri th 2002. Sejak masa itu, TNKM sering dijadikan contoh belajar dan studi 
untuk negara-negara lain tentang bagaimana mengembangkan sistim CM yang efektif 
dan adil. Sebagai bukti bahwa TNKM telah diajak bergabung dalam jaringan belajar 
CM se-Asia Tenggara (CMLN). Dengan adanya UN Declaration for the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) dan adanya beberapa target CBD (khususnya, PoW on PA) 
yang menuntut pengakuan terhadap keberadaan dan hak Masayarakat Adat dalam 
pengelolaan kawasan konservasi di tanah adat maka hal ini merupakan peluang baik 
untuk TNKM diangkat menjadi pusat ”eksperimen” mengembangkan pola dan praktek 
CM yang kuat, efektif, adil, dan berkelanjutan. Khususnya untuk Kabupaten Nunukan, 
telah ada PERDA yang mengakui hal ulayat Masyarakat Adat Lun Dayeh di Krayan dan 
Krayan Selatan.”  





 
 
ZONASI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG:  
Kriteria dan Indikator  
Draft 30 januari 2010  

  
 Areal pengelolaan “public”: zona 

inti  

 Areal “adat”: zona rimba, zona 
pemanfaatan, zona lain 
pemanfaatan tradisional  

 Areal “multi-stakeholders”: zona 
khusus.  

 

 Areal publik: akses dan pengelolaan 
kawasan berdasarkan kepentingan 
sebuah kawasan konservasi sebagai 
“public domain” (atau res publica)  

 Areal adat: akses dan pengelolaan 
kawasan berdasarkan adopsi terhadap 
hukum dan praktek adat setempat yang 
berkjelanjutan atau berwawasan 
konservasi, dan keterpaduan antara 
peraturan konservasi dan peraturan adat  

 Areal multi-stakeholders: akses dan 
pengelolaan kawasan berdasarkan 
kepentingan dan keterlibatan para 
stakeholders, dan kebutuhan 
pembangunan berkelanjutan di daerah. 

 
 



BPTU as caretaker and manager of Tana Ulen (2001) 
Agreement between BPTU and National Park authorities 
(2011) 
 

Forging a collaboration 



ICCAs are good for governance 

 Integrated management 

 Tana ulen as the realization 
of economic, environmental, 
cultural rights 

 Recognition of ICCAs provide 
incentive structures to promote 
and sustain good governance 
of NR, including the locally 
developed mechanisms for 
administering justice and adat 
legislating 



Looking ahead: From separation to 
integration 
 Separate planning 

processes in KMNP 
and TU 

 The pressure of short-
cut solutions to 
development needs 
 

 Strengthening local 
institutions 

 Locally integrated 
solutions 

 Building additional 
value of forest 
commodities and 
natural assets for 
benefits and 
sustainability 
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